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BAB I

PENDAHULUAN

< A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan
untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur sedangkan hakekat pembangunan nasional adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pem—
bangunan seluruh masyarakat.

Secara konsepsional ditetapkan dalam Garis—-Garis
Besar Haluan Megara (GBHN) tahun 1993 tentang pola
dasar pembangunan nasional, baik yang sifatnya jangka
panjang maupun jangka pendek. Pola dasar pembangunan
Nasional ini telah dirumuskan pula dalam berbagai
program pembangunan, seperti pembangunan 1lima tahun
(Repelita).

Pengawasan yang dilakukan badan perencanaan
pembangunan daerah dalam pelaksanaan proyek
pembangunan di daerah merupakan langkah yang sangat

penting untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
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ditentukan sebelumnya, dengan maksud untuk lebih
menjamin pelaksanaan proyek pembangunan berlangsung‘
sesual dengan rencana dan program yang telah disusun
dan ditetapkan.

Usaha pemerintah dalam pembangunan yang telah
berlangsung selama Repelita ini telah menunjukkan
peningkatan diberbagal aspek kehidupan bangsa yang
meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertahanan keamanan, melalui pembangunan sektoral dan
regional. Hal ini dapat dilihat pada berbagai
kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan
pembangunan di daerah-daerah setiap tahunnya.

Berhasilnya pelaksanaan pada umumnya dan program
pembangunan Daerah Tingkat II pada khususnya sangat
ditentukan oleh efisiensi dan efektifitas pengawasan
dalam pelaksanaan program pembangunan disegala bidang.
Sangat menentukan suatu tujuan pembangunan yang
dikehendaki karena pengawasan dalam pembangunan
mempunyail peranan untuk .meningkatkan efisiensi dan
efektifitas serta produktivitas kerja dalam

pengelolaan proyek pembangunan yang dilaksanakan

sekarang ini.
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Untuk dapat tercapainya dan terpenuhinya hal-hal
tersebut di atas perlu adanya usaha peningkatan
keserasian pembangunan di Daerah serta peningkatan
keselarasan antar pembangunan sektoral dan pembangunan
regional.

Dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan
keseimbangan dan kesinambungan di daerah diperlukaﬁ
perencanaan, Yyang lebih menyeluruh, terarah dan
terpadu. Karena itu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan pengawasan pembangunan nasional di dasrah
yang dilaksanakan dewasa 1ini maupun pada masa—masa
vang akan datang. Apabila diperhatikan pengawasan
jalannya pembangunan daerah adalah merupakan basis
dari semua kegiatan pemerintah, maka mutlak diperlukan
pembinaan dan penataan disegala bidang pembangunan
diperlukan adanya suatu pengawasan yang mantap.

Pelaksanaan pengawasan pembangunan Jjalan yang
telah dilaksanakan oleh Eemerintah dalam hal ini Dinas
Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan pengawasan

pelaksanaan proyek pembangunan jalan mengandung
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maksud, untuk melihat apakah hasilnya berjalan
sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah ataukah
mengalami hambatan yang memerlukan penanganan yang
sungguh—-sungguh untuk penyempurnaannya.

Dinas pekerjaan umum Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantaeng terhadap pelaksanaan pengawasan proyek
pembangunan merupakan bagian integral pengawasan
pembangunan perlu ditingkatkan, sehingga tidak terjadi
hal-hal yang dapat merugikan Negara seperti misalnya
penyalagunaan keuangan pembangunan daerah, sehingga
disini merupakan alasan penulis memilih Judul:
"Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Pelaksanaan
Proyek Pembangunan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Bantaeng”. Sehingga yang menjadi alasan-alasan
pokok yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan
judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan jalan dewasa
ini tidak dapat diselesaikan tepat waktu
pelaksanaan untuk préyek itu cukup sementara
bendaharawan bekerja sama dengan pimpinan proyek
menyisihkan sebagian dana proyek pembangunan unth

kebutuhan sendiri.




S

2. Sebaliknya dana yang disediakan untuk pelaksanaan

proyek pembangunan ternyata lebih atau ada saldo,

sementara pimpinan proyek membuat kuitansi palsu

seakaan—-akan dana yang disediakan semuanya bhabis

dipakai/digunakan, olehnya itu diperlukan adanya
pengawasan pembangunan dengan sebaik-—-baiknya.

3. Pelaksanaan proyek pembangunan belum berjalan

sebagaimana mestinya untuk itu diperlukan

pengawasan proyek pembangunan yang mantap.
Pembatasan dan Rumusan Masalah

Apabila kita mwelihat uraian latar belakang
tersebut, maka untuk menghindari kesimpang siuran
dalam pembahasan nantinya maka perlu diberikan batasan
masalah dimana penulis hanya membatasi pada pengawasan
pelaksanaan proyek pembangunan Jjalan yang dilakukan
oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah
Tingkat I1 Bantaeng.

Karena pelaksanaan Eroyek pembangunan jalan di-
perlukan pengawasan yang berarti melakukan fungsi
wewenang tanggung jawab serta hak dan keuajibann;a

yang selanjutnya tidak menimbulkan akibat yang
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merupakan permasalahan. Masalah tersebut memerlukan
pemecahan dan penyelesaian, karena begitu banyaknya
masalah yang ada sedangkan peneliti mempunyai
keterbatasan waktu biaya dan dana. Untuk itu penulis
hanya mengambil sebagian saja untuk dipecahkan dalam
skripsi ini seperti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan
penelitian sebagai be}ikut:

1. Bagaimanakah Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum
terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Jjalan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng 7

2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan program
pembangunan jalan dan hasilnya di Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantaeng ?

3. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan jalan di

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ?
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan

a. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Pekerjaan Umum
terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di

Kabupaten Dasrah Tingkat II Bantaeng.




b.

7

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan program

~pembangunan Jjalan dan hasilnya di Kabupaten

Daerah Tingkat II Bantaeng.

Untuk mengetahui faktorffaktor yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan pengawasan proyek
pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II

Bantaeng.

2. Regunaan

K.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
input kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat I Bantaeng dalam proses
perencanaan proyek pembangunan.

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan
masukan di Perpustakaan dan menjadi bahan
perbandingan dengan peneliti selanjutnya.
Sebagai salah satu syarat bagi setiap mahasiswa
yang akan menyelesaikan studinya pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45"

Ujung Pandang untuk memperoleh gelar sarjana.




D. Kerangka Konseptual

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah—-daerah
terdiri dari proyek-proyek yang merupakan bagian dari
berbagai proyek pembangunan sektoral. Pada tingkat
daerah proyek tersebut diusahakan agar menjadi bagian
dari pembangunan daerah yang terpadu dan berperan
sebagai penggerak dan pendorong Jjalannya pembangunan
daerah yang bersangkutan.

Dalam era pembangunan sekarang ini proyek pem—
bangunan sangat lazim didengar, baik pada sektor
pemerintahan yang sangat besar artinya dalam
pembangunan. Pengertian proyek pembangunan konotasinya
beraneka ragam dimana unit terkecil dari usaha
perencanaan adalah proyek maka dapatlah dikatakan
bahwa proyek adalah suatu kesatuan kegiatan yang
dilaksanakan untuk menghasilkan sesuatu bhasil atau
sasaran tertentu dalam suatu jangka waktu yang telah
ditentukan. Kegiatan tarsebut diusahakan melalui
penyediaan sumber—-sumber dana, manusia, dan peralatan.

Dari uraian—uraian tersebut di atas dapat

menggambar bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan
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proyek pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian
pengawasan berikut ini mengutip pendapat Soewarno
Handayaningrat,1981:143) menjelaskan bahwa:

“Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan

ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai
dengan rencana pemerintah, tujuan atau
kebijaksanaan yang telah ditentukan.”

Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau
untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak
sesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuail
dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi
maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap
orangnya tetapi mencari kebenaran sesuai dengan hasil
pelaksanaan pekerjaan.

Sehubungan dengan itu, maka mengenai pengertian
proyek pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo,
(1985:4) dalam bukunya yang berjudul Pengantar
Administrasi Pembangunan menjelaskan bahwa:

"Proyek adalah usaha bagaimana mencapai

suatu hasil tujuan (product goal) dalam periode
yang relatif singkat, dengan mengusahakan

sumber—-sumber pembiayaannya, dan merencanakan
cara—-cara untuk mencapai tujuan tertentu.”
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Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa suatu keberhasilan penggunaan amat tergantung
pada keberhasilan proyek vyang dilaksanakan dengan
melalui suatu perencanaan, pelaksanaan dan meng—
evaluasi hasil proyek tersebut.
Dengan demikian proyek sangat dipengaruhi oleh
dan tergantung pada:
a. Baik tidaknya perencanaan proyek
b. Masalah tehnis yang menyangkut pelaksanaan kegiatan
proyek tersebut.
c. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi kegiatan
proyek tersebut.
d. Manéjer proyek dan tenaga yang digunakan dalam
pelaksanaan proyek.
e. Pemastian mengenai sumber dan biaya secara tepat.
Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka
konseptual pengawasan Dinas Pekerjaan Umum terhadap
pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantaeng dapat dilihat pada skema di bawah

ini:
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BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL:

Tahap - Pelaksanaan | Sasaran kegiatan
Perencanaan - Pengawasan Proyek (SKP)

l ¥
Faktor-faktor yang
berpengaruh:

- Lemahnya pengawasan
- Rendahnya kesadaran
aparat pelaksana

- Kurangnya tindak

lanjut hasil
pengawasan

E. Metode Penelitian

1. Tipe dan Dasar Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif
vang berusaha memberikan gambaran secara umum
mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah survei

yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data




12
variabel dari sejumlah responden melalui

nwawancara.

2. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi (Pengamatan) yaitu mengadakan
pengamatan secara langsung terhadap obyek vang

diteliti yang sehubungan dengan permasalahan

Jobo

yvang dibahas dalam skripsi ini.

b. Wawancara (Interview) yaitu penulis mengadakan
wawancara atau tatap muka secara langsung kepada
sejumlah responden yang diangogap lebih
mengetahui masalah yang diteliti khususnyaa
dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum KXabupaten
Dati II Bantaeng.

c. Aangket (kuesioner) yaitu pengumpulan data dengan
mengedarkan sejumlah angket atau daftar

pertanyaan kepada setiap responden yang dipilih

secara purposive.

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh pegawai pada Kantor Dinas
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Pekerjaan Umum Kabupaten bDaerah Tingkat IX

Bantaeng sebanyak 30 orang.

b. Sampel

Adapun sampel yang dijadikan responden dalam

penelitian ini adalah seluruh Jjumlah pegawai

pada Kantor Dinas PUK sebanyak 30 orang pegawai.

Dan sebagai informan adalah 6 orang pejabat yang

terkait langsung dengan pelaksanaan proyek.

4. Teknik Analisa Data
Data yang dikumpulkan diseleksi dengan
kemudian di analisis secara kualitatif
menggunakan tabel-tabel sederhana dalam

tabel frekusnsi dan persentase.

F. Sistematika Pembahasan

cermat
dengan

bentuk

Dalam pembahasan skripsi ini disusun ke dalam S

(lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu Pendahuluan yang terdiri dari

Latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
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Bab kedua yaitu Tinjauan Pustaka yang mengurai-
kan tentang Pengertian Pengawasan, Pengertian ptrogram
pembangunan, Dasar dan Tujuan program pembangunan.

Bab ketiga yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pekerjaan Umum,
Struktur Organisasi dan tata kerjanya, dan Keadaan
personil.

Bab keempat yaitu Hasil Penelitian dan
Pembahasan yang membahas tentang pengawasan Dinas PU
terhadap pelaksanaan pembangunan Jjalan, pelaksanaan
pengawasan proyek pembangunan Jjalan, faktor—-faktor
yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan
proyek pembangunan jalan.

Bab kelima vyaitu merupakan bab penutup yang

terdiri dari kesimpulan dan saran—saran.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengawasan

Untuk mencapai pelaksanaan tujyan kegiatan
administrasi, mwaka dalam pelaksanaan tugas—tugas
tertentu untuk mencapai hasil yang lebih efisien dan
efektif, maka perlu untuk diperhatikan fungsi organik
administrasi dan manajemen yang antaranya adalah
fungsi pengawasan, karena tanpa adanya pengawasan ini
kemungkinan tidak dapat diketahui dengan jelas dan
pasti apakah sebenarnya tujuan yang dikehendaki itu
dapat tercapal secara efisien dan efektif, atau jauh
dari sasaran yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para
ahli dan ilmuan mengepai pengertian pengawasan ﬁeperti
telah dikemukakan oleh Sujamto, (1983 : 28) dijelaskan

bahwa:

"Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan
untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang
sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan
kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya dan
atau tidak.”
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Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpul-
kan bahwa pengawasan itu adalah merupakan suatu
kegiatan atau usaha untuk dapat mengevaluasi kegiatan
mengetahui serta menilai kenyataan yaang sebenarnya
yaitu apakah kenyataan tersebut berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan
itu dimaksudkan untuk dapat mencegah atau dapat
memperbaiki kesalahan, penyempurnaan ketidaak
sesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan.

Jadl pada prinsipnya bahwa maksud dari
pengawasan adalah bukan untuk mencari kesalahan
terhadap hasil pekerjaan, namun hal ini sejalan dengan
tujuan pengawasan yaitu agar hasil pengawasan
pelaksanaan pekerjaan dapat diperoleh secara berdaya
guna dan berhasil guna.

Menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya
Filsafat Administrasi menjelaskan bahwa:

" Pengawasan adalaﬂ suatu proses pengamatan
daripada pelaksanaan seluruh kegiatan dari
organisasi untuk dapat menjamin agar supaya
semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan

- sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya.” (1982 : 73).
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Dari pengertian tersebut di atas dapaat
digambarkan, bahwa pengawasan pada umumnya a-alah
untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-
penyimpangan, pemborosan—-pemborosan, dan kegagalan-
kegagalan dalam mencapai tujuan.

Sasaran pengawasan adalah untuk dapat mewujudkan
efesiensi, efektivitas, penghematan dan ketertiban
dalam melaksanakan pengawasan, dimana dari hasil
pengawasan tersebut dapatlah dijadikan bahan guna
pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk:

a. Menghentikan b=rbagai penyimpangan—penyimpangan,
pemborosan—-pemborosan dan penyelewengan—penye-
lewengan yang telah terjadi.

b. Mencegah agar tidak terjadi atau terulangnya hal-
hal tersebut di atas.

Karena itu sistem pengawasan baru dapat bermakna
manakalah diikuti suatu tindakan koreksi yang tepat
dan berbagai tindak lanjut atas hasil temuan
pelaksanaan pengawasan adalah merupakan salah satu
tanggung Jjawab dari setiap pimpinan pada tingkat

apapun dalam suatu organisasi agar berbagai tindakan
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yang dapat merugikan dan menghambat dapat segera

diatasi.
Pengertian Program Pembangunan

Dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan
pembangunan yang dicita-citakan mutlak harus
dilaksanakan melalui program pembangunan -umumnya
berorientasi terhadap masyarakat karena bukan saja
para pengambil kebijaksanaan yang melakukan program
pembangunan jalan akan tetapi yang berperan aktif
adalah masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh I
Nyoman Beratha, (1982 : 71) dijelaskan bahwa:

"Instuisi-instuisi kemasyarakatan seperti gotong

royong, pemufakatan dan lain-lain sebagainya
yang hidup dalam masyarakat perlu diperiksa
seksama untuk akhirnya nilai-nilai positif dari
instuisi-instuisi itu dapat berkembang dan
untuk kehidupan nasional pada umumnya."”

Dari pengertian di atas, maka operasional
kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut dalam pembangunan
khususnya terhadap masyarakat dan pemerintah.

Dengan adanya program pembangunan yang harus

dipelihara setiap tahunnya mengharapkan/mengharuskan

pemerintah Kabupaten Dati II Bantaeng untuk meng-
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alokasikan anggaran yang cukup besar bagi pembangunan
Jalan, peningkatan dan atau pemeliharaan pembangunan
Jalan ini dirasakan cukup mempereratkan pemerintah
daerah.

Secorang tokoh studi Implementasi Indonesia
yaitu, Mohammad Syukur Abdullah dalam makalahnya yang
berjudul : "pPerkembangan dan Penerapan Studi
Implementasi”™, (1988:9) menjelaskan bahwa:

"Proses implementasi program kebijaksanaan ialah

kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program
atau kebijaksanaan ditetapkan) vyang terdiri
dari pengambilan keputusan, langkah-langkah
strategis maupun olerasional yang ditempuh guna
mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan
menjadi kenyataan guna mencapal tujuan yang
akan ditetapkan semula.”

Demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan imple-
mentasi merupakan tahapan melaksanakan apa yang telah
direncanakan menjadi sebuah kenyataan. Apabila telah
ditetapkan dan dirumuskan kebijaksanaan dasar dan
strategis pembangunan, penyusunan rencana menyalurkan
dengan kerangka makro rencana dan perkiraan sumber-
sumber pembiayaan pembangunan maka disusun program

investasi dan sasaran rencana bidang-bidang atau

sektor-sektor pembangunan. Hal ini bharus didukung
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secara serasi dengan kerangka Kkebijaksanaan pem—
bargunan yang konsisten serta kebijaksanaan—kebijak-
sanaan pembangunan yang khusus mendukung pembangdnan
sektor-sektor tersebut.

Menurut SP. Siagian, (1985 : 3) wmenjelaskan
bahwa:

"Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran
dan penentuan secara matang daripada hal-hal
yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditentukan."”

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas menunjuk-
kan bahwa fungsi perencanaan adalah merupakan fungsi
pokok manajemen yang pertama dikatakan yang pertama
karena fungsi pokok manajemen lainnya bertitik tolak
dari yang telah direncanakan, sedangkan perencanaan
merupakan hasil dari perencanaan. Penyusunan program
pembangunan Jjalan perlu pula dipertimbangkan atas
dasar pilihan mengenai peran pemerintah terhadap
sektor swasta dan pembagian kerja atas sektor
pemerintah dan sektor swasta.

Dalam program investasi dimaksudkan untuk

mencapal sasaran-sasaran rencana masing-masing bidang

atau sektor tersebut. Sudah barang tentu harus
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dipertimbangkan kemungkinan dipertimbangkannya kemung-—
kinan pencapaiannya, skala prioritas yang tajam,
menunjang pertumbuhan dan hubungan yang sesuai yang
serasi serta saling mendukung.

Program atau rencana pelaksanaan pembangunan
Jjalan masing-masing bidang atau sektor .terdiri dari
berbagai program psmbangunan yang harus dilaksanakan.
Program pembangunan jalan 1ini terdiri dari proyek-
proyek pembangunan yang merupakan unit terkecil
daripada aktivitas investasi yang harus diperhitungkan
dalam proses perencanaan.

Menyadari keterbatasan ini dikaitkan dengan
kemampuan di daerah menyediakan anggaran daripada
pendapatan daerah maka untuk membantu kesulitan
pemerintah daerah maka pemerintah pusat memberikan
bantuan proyek pembangunan Jalan khusus pada
pemerintah daerah tingkat II melalui program Inpres

bantuan pembangunan daerah tingkat II.
Dasar dan Tujuan Program Pembangunan

Sebagaimana telah diketahui bahwa Inpres jalan,

yaitu merupakan suatu proyek pembangunan jalan di
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Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dimana sumber
dananya berasal dari pemerintah pusat yang memberikan
kepada Daerah Tingkat II Bantaeng atau Instruksi
Presiden.

Yang dimaksud dengan program pembangunan jalan
daerah Bantaeng adalah bantuan pembangunannya langsung
atas beban Anégaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Belanja Negara untuk pembangunan proyek-proyek
pembangunan jalan di lingkungan/wilayah Daerah Tingkat
II Bantaeng.

Bantuan tersebut diharapkan pemerintah setempat
dapat menggunakan sesuai dengan yang dianjurkan oleh
pemerintah pusat, dengan tujuan utamanya ialah mencip-
takan lapangan kerja dan memperluas lapangan kerja di
daerah melalui pelaksanaan proyek-proyek pembangunan
jalan. Kemudian secara Jjelasnya dari tujuan maupun
sasaran dari bantuan tersebut diatur dalam pasal 2
ayat 1 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5
tahun 1983 tanggal 7 Aei 1983 tentang pedoman
pelaksanaan bantuan pembangunan proyek daerah TingkaF

II bahwa:
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"Bantuan program pembangunan daerah tingkat II

bertujuan untuk menciptakan dan memperluas
lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi
penduduk dalam pembangunan. Bantuan pembangunan
daerah tingkat II digunakan untuk pembangunan
proyek—-proyek lain yang meningkatkan mutu
lingkungan hidup dan serasi dengan lingkungan
proyek-proyek lain di daerah yang bersangkutan.”

Adanya bantuan proyek pembangunan jalan tersebut
tidaklah berarti bahwa pemerintah setempat bebas
menggunakannya atau dengan kata lain tidak sepenuhnya
bantuan tersebut diserahkan kepada daerah tingkat II
di dalam hal penentuan sasarannya, akan tetapi untuk
ketetapan pencapaian tujuannya serta kemanfaatannya
clehnya itu dalam menggunakan atau penggunaan bantuan
sasaran, pemerintah daerah tingkat II diberikan
pengarahan secara umum dari pemerintah pusat.

Program ini selain bertujuan untuk memperluas
dana menciptakan lapangan kerja, juga karena program
ini adalah melaksanakan program pembangunan Jjalan
proyek—-proyek pada tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah &
Tingkat II maka dengan demikian program ini- menunjang

pelaksanaan rencana-rencana pembanguncf ditingkat

Kabupaten dan Kotamadya Dae!ah Tingkat II Bantaeng.
4
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BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas PU

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Dati II Bantaeng
dibentuk pada tahun 1956, Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten yang pertama adalah MK. ASSAGAB dan dibantu
oleh beberapa orang pegawai yaitu Nurdin Ambo,
Zainuddin Tahir, Bonto dan Baso Bella. Adapun wilayah
kerjanya pada waktu itu meliputi:

a. Xabupaten Bantaeng
L. Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Selayar

O

d. Kabupaten Sinjai

Setelah MK. ASSAGAB dipensiunkan yaitu pada
tahun 1958 maka beliau diganti oleh Bapak Zainuddin.
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 29 tahun
1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi
Selatan dengan sendirinya Daerah Tingkat II Bantaeng

menjalankan urusan rumah tangganya sendiri.

24
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Sehubungan dengan hal tersebut maka Wilayah
Kerja Dinas Pekerjaan Umum berubah menjadi satu
wilayah kerja yakni Kabupaten Bantaeng sendiri dengan
pimpinan tetap Bapak Zainuddin sendiri sampai tahun
1981.

Penggantli Bapak Zainuddin adalah Bapak Abdullah
Hakim,.BA sampai pada tahun 1983. Pengganti Bapak
Aldullah Hakim, BA adalah Bapak Kasiran Sidy, BE yang
diangkat sebagail Pejabat pelaksana tugas dengan surat
¥eputusan Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bantaeng tanggal 17 Pebruari 19383.

fAdapun Dinas PUK Dati II Bantaeng yvang sekarang
dibentuk berdasarkan dengan peraturan Daerah Nomor 07
tahun 1986, dan mengenai Dinas Pekerjaan Umum yang
sudah dibentuk sebelum berlakunya peraturan Daerah di
atas, diakui dan dinyatakan menjadi Dinas Pekerjaan
Umum yang berdasarkan'Peraturan Daerah No. 07 tahun
1986.

Kemudian jabatan Baéak Kasiran Sidy, BE diambil
alih oleh Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Bantaeng selaku Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
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(PUK) untuk sementara kemudian pada tanggal 29 April
1989 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan No. 821-22-103 Bapak
Ir.Zainuddin Tahir sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten (PUK) Dati II Bantaeng.
Struktur Organisasi Dinas PUK

Setiap kantor mempunyai struktur Organisasi ter-
diri dari, ada yang berbentuk line, staf dan ada pula
yang berbentuk fungsional. Setiap bentuk struktur
organisasi dalam suatu Kantor tergantung dari
peraturan yang mengikat dari Kantor tersebut, dengan
demikian sesual dengan FfFeraturan Daerah Tingkat II
Bantaeng No.07 tahun 1986 tanggal 31 Oktober 1986 yang
diterbitkan oleh bagian hukum, organisasi dan tata-
laksana Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat I1
Bantaeng line dan Staf.

Untuk mengetahui secara mendalam suatu
organisasi tidak hanya méngenal prinsipnya, ataukah
cirinya saja tetapi yang 1lebih penting dan Jjuga
sekaligus pemahaman kita terhadap organisasi yaﬁg

bersangkutan secara lebih luas dan mendalam adalah
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mengenal struktur corganisasinya, karena lewat struktur
organisasi dapat diketahui sejauhmana peranan dan
hubungan satuan-satuan yang ada dalam organisasi dan
yang menetapkan hubungan—hubungan definitif, jadi
suatu struktur organisasi tidak dapat terlepas dari
hubungan antara fungsi-fungsi serta personil yang
melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

Untuk mengetahui dan mengenal struktur
organisasi biasanya melalui bagan organisasi, peng-
gambaran struktur organisasi lewat bagan tersebut
adalah sebagail upaya untuk secara cepat memperoleh
gambaran yang jelas atau menyeluruh tentang sesuatu
organisasi atau lewat bagan tersebut, dapat terlihat
apakah seorang pejabat terlalu banyak pegawai yang
dibawahi atau tidak, dan bagi para bawahan lewat bagan
tersebut menggambarkan tentang tempatnya atau
posisinya dalam organisasi.

Dengan menggambarkan struktur organisasi dalam
model bagan tersebut dapat diketahui tentang:

a. Besarnya organisasi yang bersangkutan termasuk

pembagian isinya dalam satuan—-satuan organisasi.
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b. Saluran-saluran perintah dan tanggung Jawab dari
pucuk pimpinan dan sebaliknya beserta hubungan yang
ada diantara satuan-satuan organisasi.

c. Perincian dan batas—-batas tugas setiap satuan
organisasi tersebut dalam garis besarnya.

d. Jabatan—-jabatan yang terdapat pada organisasi
tersebut dan bila perlu berikut nama pejabatnya
masing-masing.

Keempat point di atas sebenarnya masih kurang,
namun yang Jjelas bahwa bagan organisasi merupakan
faktor yang sangat penting dalam pendirian suatu
organisasi.

Kejelasan tentang bidang-bidang dalam struktur
organisasi seperti yang akan digambarkan belum dapat
dikatakan baik manakalah fungsi dari masing—masing
bidang tersebut belum terurai dan .terpisah ke dalam
masing-masing fungsi setiap bidang yang diperlukan
agar tidak terjadi tumpang tindih (over lepping) tugas
yang dapat menimbulkan kesalah pahaman dan salihg
menuding bilamana terjadi kesalahan dalam salah satu

bidang. Maka dengan adanya job atau ketegasan fungsi
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dari masing-masing bidang dapatlah dengan mudah
direncanakan pencapaian tujuan organisasi sesuai
dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Agar tujuan organisasi tercapai dengan baik
haruslah ada koordinasi sshingga semuanya berjalan
dengan tertib kearah tercapainya tujuan organisasi.
Dengan struktur organisasi dimaksudkan agar semua
anggota mengetahui kedudukan, tugas dan fungsinva
sehingga kegiatan berjalan baik.

Sesuai dengan strﬁktur organisasi Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, maka:

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (PUK)
mempunyai otoritas komando untuk melaksanakan
wewenang.

b. Usaha Kepala Dinas PUK diperkuat oleh Staf.

c. Semua pegawai dibutuhkan untuk melaksanakan
pekerjaan secara efektif.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, sebagai berikut:
1. a. Kepala Dinas

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi-Seksi
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a. Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas urusan—urusgan
b. Seksi terbagi atas sub seksi.
Bagian Tata Usaha dan urusan seksi-seksi dan sub
sqksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala.
Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada
No.l bagian & dipimpin oleh seorang Kepala.
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
a. Urusan umum
b. Urusan kepegawaian
c. Urusan Keuangan
d. Urusan tata laksana
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada No. 1 bagian
6 terdiri dari :
a. Seksi bina program
b. Seksi bangunan gedung
c. Seksi jalan dan bangunan air
d. Seksi perlengkapan, pergudangan dan per-

lengkapan, dan peralatan

e. Seksi tata lingkungan.
Tiap-tiap urusan sebagaimana yang dimaksud pada
nomor 5 masing-masing dipimpin oleh seorang kepala

urusan.
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8. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada no. 7 masing-

10.

11.

12.

13.

masing dipimpin oleh kepala urusan.

Seksi bina program terdiri dari:

a. Sub seksi

b. Sub seksi

c. Sub seksi

penelitian
anggaran

evaluasi dan laporan.

Seksi bangunan gedung terdiri dari:

a. Sub seksi

b. Sub seksi

c. Sub seksi

Seksi jalan,

a. Sub seksi

b. Sub seksi

c. Sub seksi

perumahan

perkantoran

gedung—gedung

jembatan dan bangunan air terdiri dari:
Jalan

Jjembatan

bangunan air.

Seksi perbengkelan, pergudangan dan peralatan

terdiri dari:

a. Sub seksi

perbengkelan

b. Sub seksi pergudangan

c. Sub seksi

alat-alat besar dan lain-lain.

Seksi tata lingkungan terdiri dari:

a. Sub seksi perencanaan dan pengendalian kota

b. Sub seksi sempadan

c. Sub seksi kebersihan.
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Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten (PUK) Daerah Tingkat II Bantaeny, sebagai-
mana terlampir.

Tata Kerja Dinas PUK

a. Kepala Dinas melakukan tugasnya berdasarkan
kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah

b. Bila mana Kepala Dinas memandang perlu untuk
mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka perubahan
mendapatkan keputusan.

c. Setiap pembina mempunyai satuan organisasi yang
mempunyali urusan atas sub seksi yang ditempatkan.

d. Kepala Dinas memimpin setiap sub seksi yang

- ditempatkan dibawahnya dalam arti memelihara dan

memajukan keseluruhan organisasi dan menetapkan
prinsip koordinasi dan menetapkan aturan Dinas

dalam lingkungan instansi.

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II

Bantaeng, mempunyai kedudukan sebagai berikut:




33

Meneruskan kebijaksanaan tehnik

Mengamalkan pelaksanaan tugas pokok  dan
pengenalan tehnik.

Sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas yang berdasarkan Peraturan UUD.
Melaksanakan tugas pokok dalam tugas lainnya
dengan peralihan serta perundang-undangan yanaq

berlaku.

Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah

Tingkat II Bantaeng adalah sebagai berikut:

a.

b.

Melaksanakan tugas pokok pengolahan tehnik
Melaksanakan tugas bantuan yang diusahakan oleh

Bupati Kepala Daerah kepadanya.

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (PUK)

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas maka Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah

bidang pekerjaan umum yang menjadi tanggung

jawab masing-masing.
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b. Mengamankan pelaksanaan Tugas Pokok sesuai
dengan peralihaan.

c. Meneruskan kebijaksanaan secara terus menerus.

D. Keadaan Pegawai

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantaeng sebagai pelaksana sebagién rumah
tangga daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor S
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
maka dalam melaksanakan tugasnya tersebut mempunyai
personil /pegawal yang diangkat oleh p=sjabat yang
berwewenang mengangkatnya sesuai dengan syarat-syarat
pengangkatan pegawai negeri sipil.

Selanjutnya untuk wmengetahui suatu gambaran
tentang mutu pegawai dilihat dari segi pendidikan
formal maka berikut ini akan kita lihat masing—-masing
pegawali berdasarkan klasifikasi ijaza. Untuk 1lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:




TABEL 01
KEADAAN PEGAWAI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN

DATI II BANTAENG MENURUT PENDIDIKAN

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
Pegawai (%)

1. |Sarjan Lengkap (S-1) 7 24

2. |sarjana Muda (SM) 7 16

3. |sLTA (SMU) 12 40

4. [SMP 6 20

5. |Sekolah Dasar (SD) . -

Jumlah 30 100 %

Sumber Data : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Daerah Tingkat II Bantaeng, Tahun 1998.

Bardasarkan data pada tabel tersebut di atas,
memperlihatkan bahwa pegawai yang paling banyak adalah
dengan tingkat pendidikan SMU yaitu 12 orang pegawai
atau 40 %, dan yang paling rendah tingkat
pendidikannya adalah pegawai yang berijaza SMP yakni 6
orang pegawai atau 20 %.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka

untuk mengetahui jenjang pangkat dan golongan pegawai
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pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah

Tingnat II Bantaeng dapat diperinci sebagai berikut:

TABEL 02

KEADAAN PEGAWAI DINAS PUK MENURUT GOLONGAN

No. Golongan / Ruang ~ Jumlah Keterangan
Pegawai
1. Iv 1
2. IIX 16
3. Ix 11
4. I 2
Jumlah 30
Sumber Data : Kantor Dinas PUK Kabupaten Dati II

Bantaeng Tahun 1998.

Dari tabel tersebut di atas memperlihatkan
bahwa, pegawal yang paling banyak mempunyai golongan
II1I yaitu sebanyak 16 orang pegawai, dan yang paling
rendah golongannya adalah pegawai golongan II hanya 2

orang pegawai.




BAB 1V

HASIL PENCLITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Pelaksanaan

Proyek Pembangunan Jalan

Pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan jalan
yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng telah dikemu;
kakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan secara
umum. Pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan Jjalan
merupakan kebijaksanaan serta program yang akan
pemerintah dewasa ini dalam rangka meningkatkan pem-—
bangunan jalan dan penyempurnaan dari berbagai
kebijaksanaan pembangunan daerah yang tahun—-tahun
sebelumnya.

Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan itu
memerlukan adanya pengawasan yang tangguh dan ulet,
dimana pelaksanaan pengawasan pembangunan jalan di
arahkan untuk meletakkan dasar sebagai landasan
pembangunan nasional jangka panjang dengan sasarannya

adalah pembangunan jalan dapat berkembang menjadi satu
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kesatuan terkecil administrasi pemerintahan dalam

rangka mensukseskan pelaksanaan pengawasan pembangunan

Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Dengan demikian dalam pelaksanaan program proyek
pembangunan Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantaeng maka diperlukan adanya pembinaan dan
pengawasan yang baik yaitu:

1. Gubarnur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala
Daegirah melakukan pembinaan secara berjenjang
sebagai berikut:

a. Bimbingan dan penyuluhan tentang pengertian
manfaat dan tujuan-tujuan bantuan langsung dari
pemerintah.

b. Meningkatkan kesadaran tentang peran serta dan
tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan
pembangunan jalan untuk itu perlu adanya
pengawasan yang baik sehingga pelaksanaan
pengawasan pembangunan jalan dapat berjalan
dengan baik.

2. Pengawasan pelaksanaan bantuan langsung dilakukap

oleh
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a. Pengawasan fungsional yang terdiri dari-:

— Badan Pemeriksa Keuangan

- Inspektorat Jenderal Pembangunan

— Badan pengawasan keuangan dan pembangunan

- Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri

- Inspektorat Jeﬁdergl Wilayah Propinsi Sulawesi
Selatan.

- Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
II Bantaeng.

b. Pengawasan melekat dilakukan ocleh aparat peme-
irintah yang mempunyai tugas dan tanggung Jjawab
pembinaan seperti tingkat Pusat sampal dengan
tingkat Desa/Kelurahan secara vertikal sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pengawasan oleh masyarakat yaitu pengawasan yang
dilakukan langsung oleh masyarakat, yaitu berupa
kritikan dan saran yang membangun agar
pelaksanaan proyeg pembangunan atau kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang telah disahkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas

terlihat bahwa pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan
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Jalan dilaksanakan secara bersama antar masyarakat
itu sendiri dengan pemerintah setempat ini berarti
wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan
pembangunan jalan, berjalan dengan secara lanbar.
Untuk lebih jelasnya tentang pengawasan Dinas
Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan
di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dapat dilihat

pada tabel berikut:

TABEL 03
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENGAWASAN DINAS PU
TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN

JALAN DI KABUPATEN DATI II BANTAENG

No. Kriteria Penilaian Frekuensi| Persentase
(%)

1. Lancar 12 40

2. Cukup lancar 15 50

3. Kurang lancar 3 10

4. Tidak lancar . - -

Jumlah 30 100 %

sumber Data : Hasil pengolahan kuesioner, Tahun 1998.
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Dari tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa
pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum
terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng adalah cukup
lancar. Hal ini terbukti dengan adanya tanggapan
responden yang memberikan penilaian masing—-masing
mengatakan léncar yakni 12 orang responden atau 40 %,
selanjutnya yang mengatakan penilaiannya cukup lancar
15 orang responden atau 50 %, serta yang mengatakan
kurang lancar hanya 3 orang responden atau 10 %, dan
yang mengatakan tidak lancar tidak ada.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan
Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek pem-
bangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng
telah dapat merealisasikan maksud dan tujuan dari
kebijaksanaan pembangunan jalan ter#ebut, untuk itu
diambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Secara bertahap membebaskan semua desa/kelurahan
dari keterpencilan denéan melaksanakan berbagai
pelaksanaan pembangunan jalan atau prasarana per-—

hubungan dengan pusat—-pusat pembangunan/fasilitas
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utamanya dengan di Kota-kota lainnya, sehingga itu
terbuka isolasi desa atau kelurahan terpencil vyang
selanjutnya akan tumbuh dan berkembang menjadi
suatu daerah yang maju.

Serta menata kembali wilayah pembangunan jalan yang
selanjutnya akan diproritaskan pada waktu-waktu
yang akan datang.

Untuk meningkatkan mutu aparatur pemerintah daerah
agar mampu menyelenggarakan pembangunan jalan pada
umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya,
serta dapat mendoreong penduduk untuk menggerakkan
masyarakat berpeiran serta secara aktif dalam
pembangunan khususnya pembangunan jalan agar dapat
meningkatkan pengawasan sehingga pelaksanaan
pembangunan dapat berjalan lancar.

Untuk mengadakan koordinasi yang lebih baik
terhadap semua program dan kegiatan yang ditujuan
untuk pembangunan Jjalan agar dapat meningkatkan
kenikmatan masyarakat Qmum.

Secara khusus tujuan pembangunan Jjalan adalah

bertujuan untuk mengawasi/mengontrol setiap pelak-

sanaan pekerjaan/proyek-proyek pembangunan jalan yang
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sedang giat dilaksanakan pembangunannya agar segala
sesuatunya yang berhubungan dengan kegiatan
pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah tersebut
vang telah direncanakan sebelumnya.

Dan akhirnya tujuan pengawasan Dinas Pekerjaan
unum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantasng dapat disesuaikan
dengan anggaran yang telah ditetapkan kemudian proyek
tersebut dapat selesai tepat pada waktunya yang telah
ditetapkan pula sesuail rencana anggaran proyek
toirsebut.

Kemudian pengawasan Dinas Pekerjaan Umum
terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Jalan kepada
para petugas dapat ditingkatkan dengan menetapkan
petunjuk kerja yang obyektif dan secara efektif atas
dasar pembangunan dengan prinsip penggunaan waktu
maupun materi secara tepat dan berguna. Untuk melihat
gambaran tentang tingkat pengawasan disiplin petugas
pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bantaeng dapat
dilihat melaluil hasil tanggapan responden seperti pada

tabel berikut:
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TABEL 04

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP TINGKAT PENGAWASAN

DISIPLIN PETUGAS

No. Kriteria Penilaian Frekuensi| Persentase
(%)
1. Sangaat disiplin 9 30
2. Disiplin 12 40
3. Cukup disiplin 6 20
4. Kurang disiplin 3 10
Jumlah 30 100 %

Sumber Data : Hasil pengolahan kuesioner, 1998.

Berdasarkan data hasil penelitian pada tabel
tersebut bahwa tingkat pengawasan disiplin petugas
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Bantaeng memperlihatkan adalah cukup. Hal ini memper-—
lihatkan masing—-masing responden memberikan
penilaiannya yakni disiplin ada 9 orang responden atau
30 %, selanjutnya yang memberikan penilaian cukup
disiplin 12 orang responden atau 40 %. Yang mengatakan

penilaiannya kurang disiplin 6 orang responden atau
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20%, dan yang mengatakan penilaiannya tidak disiplin
hanya 3 orang responden atau 10%.

Dengan demikian terlihat bahwa pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum
terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Jjalan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng adalah cukup
disiplin.

Selanjutnya sistem pengawasan adalah suatu
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu
artinya dilakukan oleh beberapa pihak yang
berkepentingan terhadap pekerjaan pembangunan. Daii
pemahaman tersebut dapat diklasifikasikan pengawasan
pembangunan jalan ﬁada umumnya yang kini dimaksudkan
agar penyelenggaraan harus tetap bertanggung Jjawab
konstitusional, jadi pengawasan pembangunan jalan
mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap
pelaksanaan proyek pembangunan jalan secara umum.

Tetapi apabila dilihat dari sudut yang sempit
yaitu bagaimana cara teéap mempertanggung Jawabkan
pelaksanaan pembangunan Jjalan secara institusional,
maka dalam hal ini dapat dilakukan dengan 3 (tiga cara

hal ini sesual dengan hasil wawancara penulis kepada
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Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bantaeng menjelaskan

bahwa:

a. Pengawasan serta hak-hak yang dimiliki oleh aparat
pemerintah untuk mengusahakan pelaksanaan
pembangunan.

b. Para pemerintah negara yang diberikan kedudukan
vang kuat dan bebas serta cukup tinggi kepada
kekuasaan yudisil maka kekuasaan ini juga mempunyai
hak-hak pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah
dalam pembangunan.

c. Pengawasan vang dilakukan oleh masyarakat sendiri
melalui lembaga-lembaga atau organisasi—-organisaasi
dalam masyarakat itu sendiri.

Dari ketiga cara pengawasan pembangunan tersebut
itu dapat dipahami bahwa pada setiap diadakannya
pengawasan dalam setiap kegiatan pada suatu organisasi
terutama dalam pemerintahan dan pembangunan adalabh
untuk tercapainya efisiensi pelaksanaan tugas-—tugas
pembangunan tertentu yaitu:

a. Melalui pengawasan pelaksanaan tugas—tugas yang
telah ditentukan sungguh—-sungguh sesuai dengan poié

yang telah digariskan dalam rencana.
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Bahwa struktur serta hirarkhi organisasi sesuail
dengan pola yang telah ditentukan rencana.
Pembagian tugas, wewenang dan tangggung Jjawab di
dalam pertimbangan—-pertimbangan yang obyektif dan
rasional dan tidak atas dasar sesukanya seseorang
pejabat untuk mengangkat atau menempatkan
personilnya.
Sistem prosedur kerja tidak menyimpang dari garis
kebijaksanaan yang telah dicerminkan dalam rencana.
Telah terdapat penyimpangan atau penyelewengan
dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, maupun
kewenangan terutama di bidang keuangan.

Dengan demikian agar supaya proyek pembangunan

jalan dengan berjalan sebagaimana mestinya maka

diperlukan teknik-teknik pengawasan yang baik antara

lain:

1.

Pengawasan langsung (Direct Control) yaitu suatu
sistem pengawasan dimana pimpinan, organisasi
sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang
digiatkan. Dalam upaya meningkatkan pengawasan oleh

atasan langsung dalam pelaksanaan proyek
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pembangunan jalan, maka dilakukan sistem atau
metode pengawasan dengan dua bentuk yaitu, sistem
pelaporan dan sistem pemantauan secara langsung
kelapangan atau obyek proyek yang sedang
dikerjakan.
Dalam menjalankan sistem pelaporan maka setiap
petugas/pengawas melaporkan hasil—hasil pekerjaan
secara langsung kepada atasan langsungnya dimana
jadwal yang 1lebih terinci, diatur oleh wmasing-
masing bidang/bagian.

Dalam pertemuan yang diadakan pada tingkat
eselon IV para kepala seksi/sub bagian di dalam
organisasi pelaksana Kantor Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya Kkepada -
atasan langsungnya yang selanjutnya pada pertemuan
tingkat eselon III para kepala bidang/bagian
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada
atasan langsungnya y;itu kepala Kantor Dinas
Pekerjaan umum sebagai Pejabat eselon II.

Hasil-hasil pelaporan yang diberikan oleh

masing-masing petugas atau aparat yang ber-
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sangkutan, dievaluasi dipelajari dan dianalisis
untuk dapat mengetahui dengan jelas proses kegiatan
yang sedang berlangsung. Dengan tindakan tersebut,
dapat diketahui efisiensi atau efektivitas
pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan jalan yang
sedang berlangsung.

Sesuai dengan hasil wawancaraa - kKepada
responden menjelaskan bahwa untuk mendukung hasil
temuan-temuanvpada pelaporan yang disampaikan di
atas, para atasan langsung Jjuga dapat melakukan
pengawasan langsung ke obyek kegiatan atau lokasi
proyek pembangunan jalan. Hal ini sebaiknya jadwal
kunjungan yang telah ditetapkan diupayakan untuk
dipenuhi sehingga diperoleh kejelasan dan fakta
yang sebenar—-benarnya mengenai kegiatan proyek
pembangunan jalan yang dilaksanakan.

Di dalam kunjungan langsung ini, pengawasan
Dinas Pekerjaan Umum tersebut pengawasan yang
dilakukan dapat diperketat dengan jalan mengadakan
wawancara atau tanya jawab yang dijadikan responden
dan dianggap dapat lebih memberikan manfaat untuk

mengungkapkan permasalah—-permasalahan yang ditemui
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dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan
tersebut.

2. Pengawasan tidak langsung
Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari
Jarak jauh, pengawasan ini hanya menitik beratkan
pada evaluasi terhadap laporan—laporan baik lisan
maupun tulisan yang diterimanya.

Berdasarkan dengan hasil wawancara penulis
terhadap salah seorang responden menjelaskan bahwa
pengaﬁasan proyek pembangunan jalan sering dilakukan
secara terpadu sehingga tidak sesual dengan apa yang
diharapkan.

Dengan demikian pengawasan Dinas Pekerjaan Umum
terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, yang biasa
dilakukan dalam memantau proyek pembangunan jalan ini

yaitu:

a. Pengawasan Intern
Pengawasan intern adalah berarti pengawasan
yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang

dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Dengan
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demikian pengawasan mengumpulkan segala data atau
informasi yang dikumpulkan oleh pimpinan
organisasi, untuk menilai kemajuan dan kemunduran
dalam pelaksanaan pekerjaan.

Jadi hasil pengawasan dapat digunakan menilai
kebijaksanaan pimpinan perlu meninjau kembali
kebijaksanaan atau ketentuan—ketentuan yang telah
dikeluarkan.

Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan
tindakan perbaikan atau koreksi terhadap
pelaksanaén pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan.
Internal kontrol misalnya Inspektorat Jenderal itu

adalah aparat pengawasan Departemen.

Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan dari
luar organisasi atau eksternal control yang berarti
pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit
pengawasan dari luar ‘organisasi. Pengawasan dari
luar organisasi itu adalah aparat pengawas yang
bertindak atas nama dari pimpinan organisasi karena

permintaannya. Misalnya pengawasan yang dilakukan
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oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara
terhadap sesuatu Depariemen dan atas nama
pemerintah/presiden melalui Menteri Keuangan,
sedangkan adalah pemeriksaan/pengawasan yang
bertindak atas nama negara Republik Indonesia, atas
nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, #tasi
nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut,
dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak
luar organisasinya untuk mengadakan pemeriksaan
pengawasan proyek pembangunan jalan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, untuk
melihat dengan jelas pelaksanaan tugas pengawasan
Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek
pembangunan jalan secara efektif dapat dilihat pada

tabel berikut:
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TABEL 05
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM TERHADAP PELAKSANAAN

PROYEK PEMBANGUNAN JALAN

No. Kriteria Penilaian Frekuensi| Persentase
(%)
1. Sangat meningkat 10 33
2. Meningkat 12 40
3. Cukup meningkat 7 24
‘4. Kurang meningkat 1 3
Jumlah 30 100 %

Sumber Data : Hasil pengolahan kuesioner, Tahun 1998.

Berdasarkan data hasil penelitian pada tabel
tersebut di atas memperlihatkan bahwa peningkatan
pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum
terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng adalah cukup
meningkat. Untuk membukfikan hal tersebut masing-
masing responden memberikan penilaiannya yaitu yang
mengatakan meningkat 10 orang responden atau 33 %,

selanjutnya yang mengatakan cukup meningkat yakni 12
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orang atau 40 %, yang mengatakan kurang meningkat 7
orang responden atau 24 %, dan yang mengatakan
penilaiannya tidak meningkat hanya 1 orang responden
atau 3 %.
Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum
terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Jjalan telah

berjalan dengan cukup meningkat.

Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan Jalan dan

Hasilnya

Pelaksanaan pengawasan pembangunan Jjalan pada
awalnya dibuat suatu perencanaa, dimana dalam proses
pembangunan dewasa 1ini perencanaannya dimulai dari
masyarakat. Seperti halnya di Kabupaten Daerah Tingkat
II Bantaeng perencanaan program pembangunan jalan per-
tama—-tama perencanaan itu disusun oleh masing—-masing
unit kerja badan perencanaan karena perencanaan
pembangunan Jjalan hanyal dilakukan oleh beberapa
lembaga yang terkait, baik langsung maupun tidak

langsung.
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Dalam perencanaan pembangunan menurut fungsi
utama dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantaeng. Sebagai lembaga atau badan yang
mempunyai tugas/fungsi sebagai perencana pembangunan
daerah yang bersangkutan perlu mengetahui bagaimana
kondisi yang ada sekarang ini sebagai bahan melakukan
perencanaan, tahun berikutnya baik dilihat dari aspek
kuantitas serta kualitas maupun aspek pemanfaatan
realisasi rencana yang dilakukan. Dengan demikian
dapat diperoleh gambaran sejauhmana peranan serta
fungsi dzalam melaksanakan fungsinya sebagal badan
perencanz di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian
dan hasil wawancara penulis kepada responden
menyatakan bahwa aspek kuantitas dan kualitas fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantaeng dalam pelaksanaan pengawasan program
pembangunan jalan di Kabubaten Dati II Bantaeng dapat
dilihat dari beberapa indikator melalui program
kerjanya dalam tahun anggaraan 1996/1997 sebagéi

berikut:
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1. Rencana kegiatan rutin
Rencana keglatan rutin dimaksudkan adalah

kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Usum

Gina HMarga di Kabupaten Dasral Tingkat II  Bantaeng
bar-

bahan DEr-

2

timbangan rancana kegiatan rutin tahun berikutnya

untuk mengetahul besarnya sumber daya dana  yang

[} N

Lo sedis dalam Rurun wakiu satu tahun. _
Untuk me2lihat kegiatan yang dilakukan  Dinas K

Pekerjaan Umum Bina Marga dalam pelaksanaan

pengawasan program proysk pembangunan  jalan  di

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tersebut

- - = ——

berikut dapat digéﬁﬁkakén_Iahgkgﬁ-langk;h“ kegiétan
rutinnya sebagal berikut:

a.VPembuatan surat edaran Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Bantaeng tentang permintaan Daftar
Usul Pfo}'k dari masing-masing unit karja
pemerintah daerah Kabupaten Daerah Tingkat I

Bantaeng.
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b. Penelitian Daftar Usulan Proyek berdasarkan

Skala prioritas hasil rapat koordinasi Tingkat
II.

c. Penentuan rencana pelaporan anggaran masing-

masing program dari unit-unit kerja pemerintah

_daeran Tingkast iI %antaeng.

T e -

T
Lt E— - e - -

N TR - ;:;!,—__ R e i N TR i
Dalam rangka == pelaxSanaare——rkeo iian = program .

pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkata II

Bantaeng, maka dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga membentuk — tim untuk ;emﬁéhés

kegiatan—kegiatan tersebut maka untuk menyelesailkan

kegiatan—-kegiatan tersebut diadakan pula kegiatan
seperti:

a. Rapat lengkgp tim untuk membahas perhitungan
anggaran den perubtahan anggiran pembanggnan
proyek Jjalan untuk tahun anggaran sekarang dan
mendatang.

b. Laporan hasil rapat tim kepada Bupati Kgpala
Daerah Tingkat 1i Bantacay.

c. Konsultasi Panitia anggaran DPRD Tingkat II

Bantaeng.
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d. Penyampaian anggaran dan nota perhitungan

keuangan anggran setiap pelaksanaan proyek

-

pembangunan jalan di Xabupaten Daerah Tingkat IX

Bantaeng.

-

Perlu dikemukakan Jisini bahwa penganasan

d R - ey
I T N . R
- " T p— e S PR

< — —_— -l

program pemban an jalan yanood A cleh Cinas -
SYrOgram anguRa al *.d Lyka cleh C

——— T——

“TPekeT Juaty Uinuib untu. MAﬁgaw&gi'keqiatdn dan pembuatan—

nya sepertli Jadwal pelaksanaan pembangunan proyek
Jalan semuanya menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum
Diiwa Hargé Kabupaien Daerah TingkaL‘II Rantaeng vyang
diselesaikan oleh Rugati Kerzla Daeréh dan pelaksanaan
kegiatan 1ini s2lalu dilaksanakan pada pertengahan
tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada rcsponden

o Loean

menjgiaskaﬁrbéﬁﬁg untuk- leolh memperlancar progfam
pembangunan jalan dalam mencapai sasaran dari
pelaksanaan program pembangunan Jjalan maka KXepala
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantasng langsuing mengadakan péngawasan
untuk melihat Kkegiatan—-kegiatan pembangunan proyek

jalan di lapangan dan sebagai pimpinan proyek
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pembangunan jalan yang telah menerima daftar usulan
proyek pembangunan jalan dari KXabupaten dan harus
dapat membagi tugas terhadap aparatiya yaitu:

a. Pelaksanaan harian proyek pembangunan jalan vyang

diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah {BAFPIDR) _ sebagai penanggung _ - jawab
- — - - LT LTTTEe ,
perencanaan suatu wegiatai. Cae e

b. Seskretaris pelaksanaan program pembangunan provyek
yang bertanggung jawab atas administrasi proyek.

c. Bendahaia proyek pembangunan «sl:zgai pemegéng ;ééi
cruyek bartanggung 3awab atas penerimaan,
penyimpanan dan membayar uang program pelaksanaan
pembangunan serta menyslenggarakan administrasi
pembukuannya.

d. Ketaa"Seksi—Pfogram pelaksanasn pemtangunar - Daerap:
sebagal pembantu dalam melaksanakan proyek, dan
harus bertanggung Jjawab terhadap keikutsertaan
masyarakat dalam pelaksanaannya.

Dari berbayai uiaian-uiraian tersebut untuk dapat
mengukur keberhasilan dari pelaksanaan proyek

pembangunan Jjalan adalah bagaimana program dapat

berjalan sesuai dengan ketentuan—-ketentuan yang telah
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ditetapkan, dan apakah pengaruh program pembangunan

proyek jalan itu benar—-benar

masyarakat banyak.

Namun demikian pelaksanaan

sangat dirasakan

oleh

proyek pembangunan

Jalan di Kabupaten Taerah Tingkat II Bantaeng masih

g,

terrlihat dalam pelaksanaannya yang__kuradg mamenuhi

ketentuan—ke

ditetapkan. Akan tetapi

i - —

namun demikian

untuk dapat

mengetahui lebih jelas dapat dilihat melalui bhasil

penelitian tanggapan cesponden pada tabel) berikut:

TABEL 06

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK

PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN DATI IXI BANTAENG

tentuar atau syarat-syarat yang - telah -

No. Kriteria Penilaian Frekuensi| Persentase
(%)
£, - u aad
- Baik Sekali 7 7 : 24
2. Bailk 11 36
N
3. Cukup baik 9 30
4. Kurang baik 3 10
Juml ah 30 100 %
Sumber Data : Hasil Pengolahan kuesioner, Tahun 1998.
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Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut
di atas memperlihatkan bahwa palaksanaan proyek

pembanguran  jalan d

2 - N e e g - - — ~3 R | 3 -
fantasng pada UmlGhyY G roooonden mengatakan

bl ] I - - - F Y ’ I [N v 8 ] . E [ ] 2 3
pconilaianiny s adalan =ail. Untulk g Liton hal  ini
m D g e e T e 0 oo (e o 20 e o S e . N, - Eaca B i
SIS maTing roopondon sionborilon gonlilazanny YT
b ] N . —_ S . ~ 2 ~
~— ~d N L b el i ~ [ - — -
. R L PRy SIS Ty o= Sl M e e Tt 1e P
SCLLGNJULTNY D yanyg Gongadhaaln ool lidianinya Lals 1. Corang

FespCdlen abaw ol %, yang  sengatakan penilaiannya
Luhug Lail 7 =;v;‘.;.;‘;;:; conpondoi: atau I8 %, dan yany
MGG Laindn 1w wiry es s Lidiyya 30 orang  respondan 2tau
10%. Ini beraiti bulwa bila diamati  dari persentase
LANGEaEGn espohdsn tersebut, ﬁaka penulis dapat
manari% suatu  hesimpulan  bahwa  pelaksanaan  progiam

proyek pemnbangunan_ jalan yang dilaksanakan oleh Dinas

.

Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Dae;ah Tingkat II
Bantaeng pelaksanaannya adalah baik.

Pelaksanaan pengawasan program pembangunan jalan
yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina‘Marga
Xabupaten Daesrah Tingkat II Bantaeng menurut responden
dan hasil pengamatan penulis di  lapangan selama

penelitian hasilnya dapat menggembirakan dalam lima

tahun terakhir ini.
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Hal ini terlihat dari hasil—-hasil yang telah
dicapal dimana dari tahun ketahun menunjukkan
peningkatan baik dari jumlah proyek pembangunan Jjalan
yang dibangun maupun proyek pembangunan penerangan
jalan telazh menunjukkan peningkatan. Untuk dapat lebih

mengetahul hasil yaing dicapai _zchubungan dengan

o ———

e —

~atzan proyek pembanguiian  jalan di Kabupaten T

PehL R
Daerah Tingkat II Bantaeng .dapat dilihat seperti

digambarkan melalui hasil tanggapan responden pada

TABEL ©7
TANGGArAN RESPONDEN TENTANG PENINGKATAN HASIL
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANTAENG

;o. Kriteria Penilaian EFrekuensi Persentase
O S s i 7 (z—)~

1. Sangat meningkat 8 27

2. Meningkat 13 43

3. Cukup meningkat 6 20

4. Kurang meningkat z 10
‘Juml ah 30 100 %

Sumber Data : Hasil pengolahan kuesioner, tahun 1998.




63

Pada tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa
peningkatan hasil  pelaksanaan progras pembangunan
piroyzak jalan yang dilaksanakan oleh Dinas  Pakerjaan
Ui Kabupaten Dasrvah Tingkat II Bantzeng adalah

——

movinghal.  Untul membulitikan hal  tergébut masing—

el T R ey member ikan . _penllgiannya vang

mangatakan sangat meningkat 8 orang responden atau
275, zelanjubnya yvang mengatakan meningkat 13 orang
resoonden atauw 43 %, yano aengatakan penilaiannva
Cukup meninghkat é orang responden atau 20 %, dan  yang

meivgatakan penilaiannya kurang meningkat 3 orang

respondan atau 10 %. Dengan demikian terlihat pula

bahwa peningkatan hasil pelaksanaan pembangunan jalan
tersebut telah meninglat namun masih ada _responden

vang memberikan penilaiannya kurang meningkat.

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan

Proyek Pembangunan Jalan

Pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan Jalan
cleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum KXabupaten Daerah
Tingkat II Bantaeng telah dipengaruhi oleh beberapa

faktor yaitu, lemahnya pengawasan langsung, rendahnya
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kesadaran aparat pengawasan, Kkurangnya tindak lanjut

hasil pengawasan.

1. Lemahnhya pengawasan atasan langsung
Pelaksanaan kegiatan pengawasan atasan
langsung pada Kanior Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Daaerah Tingkatb 1Traanta¢9§_:§q:.afquﬁ‘ combangunan

~ TS - e

jélan maka saiah satu hal yang terliﬁéi ;aalah
masih lemahnya pengawasan atasan langsung.

Dari struktur organisasi proyek pembangunan
jalan oleh Kant?: Dinas Pekerjaan Umum KXabupaten
Bantaeng terlihat bahwa lingkup kegiatan
pelaksanaan proyek pembangunan Jalan 1ini adalah
peningkatan institusi atau lembaga/organisasi

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina _ Marga dan

 —— ———— puiy

peningkatan sumber daya manusia. Hal ini meng-
akibatkan tugas dari atasan langsung untuk
mengadakan pengawasan yang dilakukan terlihat
lemah.

Lemahnya pengawasan langsung pada pelaksanaan
proyek pembangunan jalan terlihat dalam hal sebagai

berikut:
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a. Metode pengawasan yang dijalankan belum terlihat
jelas bentuk dan standar penetapannya.

b. Perencanaan pengawasan belum tersusun dengan

rapi dan baik.

¢!
b
| o]

asil pengawzasan belum mengungkapkan hasil yang

sebenarnya. -
Dengan demikian berdasarkan vraias-aaian

tersebut dapat diperoleh gambaran dari hasil
penelitian di  lapangan dengan melalui tanggapan

digambarkan pada tabel berikut

pio

responden ssrnort

ini:

TABEL 08
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENGAWASAN ATASAN
LANGSUNG PADA PELAKSANAAN PROYEK
PEMBANGUNAN JALAN

No. Kriteria Penilaian Frekuensi| Persentase
(%)
1. Sangat lancar 3 10
2. Lancar 9 30
3. Cukup lancar i2 4C
4. | Kurang lancar 6 20
Jumlah 30 100 %

Sumber Data : Hasil pengolahan kuesioner, Tahun 1998.
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Berdasarkan data hasil penelitian pada tabel
tersebut di atas memperlihatkan bahwa pengawasan
atasan langsung pada pelaksanaan provek pembangunan
jalan di rabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng masih

diperhadapkan pada kekurang lancarnya pengawasan

&Lawal L aNGS UM terhadap peclaksanaan proyek
pSibanJ0nan” 3205, Lersebut. Tarlihat dengan  adanva.
irespondan yang memberikan penilaiannya yang

mengatakan sangat lancar ada 3 orang responden atau
10 %, vang mengatakan penilalannya lancar 9 oiang
cesponden atau 3¢ %, yang mengatakan kurang lancar

ng mengatakan

-

12 orang vespondan atau 40 %, dan 15

Sebab ity untuk menciptakan suatu pengawasan
atasan langsuns yany efgktif dan efisiensi tentunya
harus didukung dengan metode-metode yang tepat dan
sesual dengan bidang tugas masing-masing dan Jjenis
kegiatan yang dilaksanakan. Metode pengawasan yang
baik geharusn:a dapat melaksanakan pemantauan,
pemeriksaan dan penilaian agar mampu mengungkapkan

segala sesuatu yang ingin diketahui dalam

pelaksanaaan kegiatan yang dilaksanakan.
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Untuk menciptakan suatu pengawasan atasan
langsung yang sederhana, namun sesuai dengan
kegiatan pokok pada pelaksanaan proyek pembangunan
Jalan disamping memerlukan pengetahuan yang cukup
Juga dituntet adanya pengalaman mengenai

tugas—tugas yang diembannya bagaimrana kewenancannva

‘dan hubungannva dengan pejabat»laini-di lingkungan
Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantaeng.

¥zrena tidak jelasnya metode pengawasan vyang
dilaksanzkan cisrh =z2tasan langsung terlihat dari
beberapa tindakan pengawasan yang dilakukan seperti
tidak jelas apakah pimpinan melakukan pemeriksaan

langsung ataukah melalui laporzn—-laporan yang

diterima.

Sedangkan mengenail perencanaan pengawasan
yang dilakukan terlihat pula tidak terlaksana dan
tidak tersusun dengan baik sehingga rencana-rencana
yang dibuat tidak dapai direalisasikan, khususnya
menyangkut prioritas perencanaan pengawasan secara

langsung - pada pelaksanaan kegiatan proyek

pembangunan jalan.
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Rencana yang disusun proyek pembangunan jalan

tidak terealisasikan hingga pada akhir tahun

anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa

perencanaan yang dilakukan belum tersusun dengan
baik dan rapi.

Kege= falktor di atas maka lemahnya pengawasan

atasan lanngng ydang ailakukan cada proyek
pembangunan jalan adalah hasil pengawasan belum
mengungkapkan hasil yang semestinya dan
sebenar-benarnya.

Pengawasan yang dilakukan baik sgcara
langsung maupun tidak langsung belum dapat menjamin
obyek~- tivitas kegiatan, di lapangan dengan keadaan
yang sebenarﬁya, sehingga tidak dapat diketahui

Mééi;hal positif m;upun hal—h;ijaegatif di lapangan
yang dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan
proyek pembangunan jalan pada masa—-masa yang akan
datang.

Dengan demikian dapat dikatakan banwa
pengawasan atasan langsuﬁg pada Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Xabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng

masih mempunyai kelemahan—kelemahan.
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2. Rendahnya/kurangnyavkesadaran aparat pelaksana

Aparat pelaksana adalah aparat pelaksana
kegiatan di lapangan yang melaksanakan kegiatan
proyek pembangunan jalan yaitu pelaksana monitoring

data dan evaluasi data kegiatan yang dilaksanakan.
Menurut sélah seorang reSpcnden 7 yang
diwawzrTaral penulis selama méizz;anakan penelitian
menjelaskan bahwa salah satu rendahnya penyebab
kesadaran aparat pelaksana di lapangan baik
menyangk;t psalaksanaan kegiatan proyek pembanguiiait
jalan adalah kurungnya disiplin aparat pelaksana.

Kurangnya disiplin aparat:pelaksana tercermin dari

beberapa tindakannya, yaitu:

a. Laporan bulanan maupun laporanr tahunan mengenai
tahap—-tahap pekerjaan -proyekf" baik menyangxui
kemajuan dan hambatan—hambatan yang dijumpai di
lapangan, sering kali terlambat dibuat suatu
pedoman pelaksanaan pengawasan, sehingga. pihak
atasan langsung =sulit ontuk mengadakan evaluasi
secara rutin.

b. Komunikasi antara aparat pelaksana di lapangan

tidak berjalan sebagaimana mestinya.
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c. Kebijaksanaan yang digariskan dari atasan
langsung belum selaras dengan pelaksanaan di
lapangan, baik menyangkut waktu penyelesaian,
sarana dan prasarana vyang seharusnya dipakai,
serta standar dana belum nampak dilaksanakan

dengan, baik.

Hal-hal ﬁersebutv di Tatas wsa3adi penyebab
kurangnya disiplin olsh aparat pelaksana di
lapangan sehingga hal ini terus menerus berlangsung
dapat msnghambat kegiatan provek pembangunan  jalan
yang sementara dilaksanakan.

Disamping 1itu faktor kurangnya disiplin
aparat yang menjadi éalah satu hal sehingga
k=sadaran apairat pelaksana Eroyek rendah maka
"{nilah yang terlihau sebag;i<§kibat kurangnya atau
rendahnya kesadaran aparat pelaksana dalam hal
pembuatan laporan kegiatan pekerjaan proyek
pembangunan jalan. Pembuatan laporan - yang
diharapkan dapat mencerminkan sejauhmana kegiatan
tersebut telah dicapai dalam pekerjaan dan

pelaksanaan proyek pembangunan jalan, ‘terlihat
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belum efektif sehingga keadaan di lapangan sangat
berbeda dengan pelaporan yang dilakukan.

Berdasairkan data yang diperoleh penulis pda
Kanter Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat (I Bantaeny bahwa belum efektifnya

pelaporan vang dibuat tsilihat davi  Loharapa  hal

1
¥

péhoﬁ’di Axlam 1Aporan yang dibuat Yalou:

&. Isi laporan belum menggambarkan isi pokok
berkenaan dengain pasrmasalahan yang dijumpai di
lapaingan «tau lokasl proyek pembangunan.

L. Lapuran yang dibuat boclum menggambarkan:

- Bagaimana standér biaya yang dimanfaatkan.
- Bagaimana standar kualitas prestasi kerja
aparat di lapangan.

c. Laporan yang dibuggiﬁélum layak sepesrti beniuk:
laportran yangrsesungguhnya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui

bahwa sistem pelaporan aparat pada proyek

pembangunan jalan di Kantor Dinas #skerjaan Umum
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng belum efisien
dan efektif dari pelaksanaan proyek pembangunan

tersebut.
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3. Kurangnya tindak lanjut hasil pengawasan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan
secara - langsung di lapangan bahwa beberapz
permasalahan khusﬁsnya di dalam kegiatan pengawasan

vyang dijumpail beluw ditindak lanjuti oleh aparat

vang beirwewenang di Kantor Dinzs  Pekerjaan  Umum
rabupatoy Dati II —uuntuﬂr" sehiouss  DeNRESE Wil S tad)

‘ang timbul  belum seluruhnya dapat berhasil

-

narangnys tindal lanjut hasil pengawasan pada

s - ~ 3 - o PR P e |
aksanzan proye pembangunan 3»2lzo dagpat Al

}od
| il
iy
9]
.

a. Tindakan adminicstirvasl terhadap aparat yang tidak

diciplin Jarang dilaksanakan sehingga dalam
melaksanakan custu  keglatan sering terdapat

Pembinaan dan bimbingan terhadap pegawail dan

[ &

aparat pelaksana belum dilaksanakan dengan baik.

Dengan adanya kelemahan—-kelemahan tersebut
terhadap tindak lanjut hasil pengawasan program
sroysk pembangunan  jalan yang dilaksana Lag- akan
mengurangl kualitas danm hasil  pelaksanaan proyek
pembangun;n jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II

Bantasng.




BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

1. Fengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten terhadap

rzlaksanaan proyek pembangunan Jalan di Kabupaten
i Dsioale Tingkat I: Bantaeng  telah  beirjalan  cukug. T N

Lall dan dapat meresalisasikan maksud dan  tujuan

Gari kebijaksanaan pembangunan jalan tersebut. Dari

3% orang respondcn yana dimintal  tanggapannya 15

- srang atau 15 % yang mangatakan cukup lancas, inid
berarti bahwa peEngawazan Dinas PUK Bantaeng

teirhadap proyek pembangunan Jjalan <cudah berjalan

dengain cukup baik.

. Pelaksanq;qLPPngawasan program pembangunan Jjalan =
pada awalnya dibuat suatu perencanaan, sehingga
program pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng
melaksanakan pengawasan sesual dengan jadwal
kegiatan di lapangan. Dan sesuai hasil pengamatan

pznulis selama penelitian hasilnya dapat meng-—

gembirakan.
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3. Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek
pembangunan jalan adalah sebagai berikut:
a. Lemahnya pengawasan atasan langsung
b. Rendah/kurangnya kesadaran aparat pelaksana

c. Kurangnya tindak lanjut hazil pengawasan.

1. Bahwa pelaksanaan pengawasan program pembangunan

Jalan di ¥abupaten Daerah Tingkat II Bantasng,
disarankan agar iebkih manioagkalion GENYAWASAn

EiBZ?k perbangunan jalan yung
Pakerjaan Umum tersebut.

2. Disarankan agar  pelaksanaan keogiatan pengawasan
atasalr langsung pada Xantor Dinas Pekerjaan  Umum
vEbupatzn é&c?iﬁ'TingkaL T Banteeng pada  proyvek
pembangunan jalan supaya ditinékatkan sehingga
proyek tersebut berjalan dengan baik.

2. Pengawasai yang dilakukan bailk secara langsung

-

maupun tidak langsung belum dapat menjamin
obycktivitas kegiatan di  lapangan dengan keadaan
vang sebenarnya, sehingga tidak dapat diketahui
hal- hal yang positif, maupun hal-hal yang negatif

di lapangan yang dapat menjadi bahan evaluasi.

, 4
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